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PENGANTAR PENERBIT

Suatu kenyataan akan langkanya buku-buku politik yang ber-
wawaskan Islam merupakan penyebab larisnya pemikiran-pemikiran
politik barat di kalangan pemikir politik Dunia Ketiga atau pemikir
Muslim pada khususnya; maka pembangunan politik bangsa pun ha-
nya bercermin pada kajian-kajian yang berangkat dari kultur Barat
yang secara membabi buta diadopsi oleh para pemikir kita yang —
mengalami kekalahan intelektual — tidak bertanggungjawab.

Melalui kajian mendalam Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu
Faris, seorang ahli politik Islam terkemuka dewasa ini, kita dibantu
untuk menelusuri secara jelas dan padu, potret politik yang dipan-
dang sebagai amanat Allah, sehingga dalam pelaksanaannya akan
terjaga dari absurditas pengertian karena kepentingan-kepentingan

rendah yang akan ‘membengkokkannya kepada pengertian politik
sebagai kekuasaan an sich.

Buku dengan judul asli "An Nidhamu al Siyasi fi al Islam™ yang
kami terjemahkan menjadi "Hakikat Sistem Politik Islam” ini, diter-
bitkan dalam edisi Indonesia, dalam tiga seri;

Seri pertama, Hakikat Sistem Politik Islam (suatu telaah mendalam
tentang Tata Hukum, Keadilan, Ketaatan dan Syura).
Seri kedua, Kepemimpinan Umat dalam Sistem Politik Islam.



Seri ketiga, Pertumbuhan Negara dan Kementerian dalam Sistem,
Politik Islam.

Pemisahan tersebut semata didasarkan pada pertimbangan tek.
nis, yang karenanya semoga hal tersebut tidak memutus kesatuan
ide yang terjabar dari buku aslinya.

Yogyakarta, 1 Muharram 1407 H.
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